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Pemerintah Kota Banjarmasin Dapat Tekan SILPA APBD Tahun 2021 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/316289/pemkot-banjarmasin-dapat-tekan-silpa-apbd-

tahun-2021 

 

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyatakan dapat menekan 

dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2021. 

Pernyataan tersebut disampaikan Kabid Anggaran, Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin H Edy Wibowo 

di Banjarmasin, Senin, di mana SILPA APBD tahun 2021 jauh lebih kecil daripada 

tahun 2020. 

Pada tahun 2020, ungkap dia, SILPA APBD mencapai Rp251 miliar dari total 

program belanja daerah mencapai sekitar Rp1,9 triliun. 

Sementara itu, pada APBD tahun 2021 yang juga hampir sama Rp1,9 triliun, 

SILPA APBD hingga akhir tahun sekitar Rp198 miliar. Artinya sekitar Rp53 miliar 

turunnya. 

"Artinya banyak kegiatan daerah yang terserap," ujar Edy Wibowo. 

Dia pun menjelaskan, SILPA tahun 2021 itu tidak hanya terkumpul dari APBD 

murni. 

Melainkan juga ada yang berasa dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Tambahan Penghasilan (Tamsil). 

"SILPA ini terdiri dari anggaran campuran. Tidak murni keuangan Pemkot 

Banjarmasin," ujarnya. 
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Dipaparkan Edy Wibowo, tiga instansi Pemkot Banjarmasin yang serapan 

anggarannya tertinggi, yakni, pertama ditempati Satpol PP Kota Banjarmasin mencapai 

93,70 persen dari total anggaran Rp33,8 miliar. 

Instansi tertinggi kedua ditempati Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, 

dan Pariwisata (Disbudporapar) mencapai 91,53 persen dari total anggaran sebesar 

Rp14 miliar. 

"Untuk posisi ketiga ditempat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dis-

PUPR) mencapai 91,04 persen dari total anggaran sebesar Rp273 miliar. 

"Untuk realisasi anggaran semua instansi sekarang masih proses audit oleh BPK 

RI," ucapnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/316289/pemkot-banjarmasin-dapat-tekan-silpa-

apbd-tahun-2021, Pemkot Banjarmasin Dapat Tekan SILPA APBD Tahun 2021, 08 

Maret 2022.  

2. https://matabanua.co.id/2022/03/08/pemko-dapat-tekan-silpa-apbd-2021/, Pemko 

Dapat Tekan SILPA APBD 2021, 08 Maret 2022. 

 

Catatan: 

 PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN 

dan   SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu 

selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto 

(http://www.djpk.kemenkeu.go.id) 

 Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah 

(UU Nomor 32 Tahun 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
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 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


